GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI
WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa penyebaran pandemi wabah Coronavirus Disease-
19 (Covid-19) telah berdampak ekonomi bagi masyarakat
kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan rentan miskin = yang

berpendapatan harian;

" bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (3)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi
Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat, perlu
pengaturan tersendiri terhadap Program Padat Karya
dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah Provinsi atau melalui mekanisme
bantuan keuangan,;

bahwa Program Padat Karya sebagaimana dimaksud
dalamn pertimbangan huruf b dilaksanakan dengan
memberdayakan potensi dan sumber daya masyarakat
lokal setempat, untuk menciptakan lapangan kerja
sementara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
mengurangi kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi
Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
raenetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan
Masyarakat vang Terdampak Akibat Pandemi Wabah
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

‘Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid- 19);



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 761);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
762);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah
Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017 Nomor 3);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi
Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);

1. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT
PANDEMI WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI
JAWA BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD
Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa
Barat.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan adalah dana APBD Provinsi yang
diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dari
Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam rangka kerja
sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau untuk tujuan peruntukan alokasi
bantuan keuangan Provinsi tertentu lainnya.

Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan
teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,
dan meningkatkan pendapatan.

Tenaga Kerja adalah pekerja yang direkrut dan
diberdayakan dari masyarakat miskin, rentan miskin,
penganggur, dan setengah penganggur disekitar lokasi
pelaksanaan Program Padat Karya, yang memenuhi
kriteria sebagai pekerja pada Program Padat Karya.

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk
menunjang sosial-ekonomi masyarakat.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin
dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan
terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus
Disease-2019  (Covid-19) termasuk  didalamnya
penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP,
PDP dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya
yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang
antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi dan/atau pandemi wabah penyakit.

Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit
tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di
dunia.

Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status
Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau
status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir
dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau
masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko
Bencana dan dampak yang lebih luas.

Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan
darurat.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena
alam, dan bencana alam/non-alam yang jika tidak
dilakukan/diberikan penanganan/bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan
Barang/Jasa Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibiayai/bersumber dari
APBD Provinsi dan/atau APBN, yang diproses sejak
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan
Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara

PA/KPA/PPK dengan ketua Tim Pelaksana Swakelola
Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah  lainnya,
Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau Pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung  jawab pengguna  anggaran  dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola, terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel  yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku
usaha.




35.Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak antara Penyedia
dengan PPK.

36. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

37.Rencana. Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

38.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi
yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk
menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-
masing Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.

39.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat DTKS adalah data dasar bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi
baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi,
dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini
meliputi:

a. perencanaan Program Padat Karya;
b. pelaksanaan Program Padat Karya;
c. pengawasan dan pengendalian Program Padat Karya; dan

d. evaluasi dan pelaporan Program Padat Karya.

Pasal 3

Program Padat Karya dilaksanakan melalui kegiatan
pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif
lainnya yang dengan kritera:

a. kegiatan pada Perangkat Daerah Provinsi yang
bersumber dari APBD Provinsi; dan

b. kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang
bersumber dari APBD Provinsi melalui Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA
Pasal 4

Program Padat Karya yang bersumber dari APBD
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dan huruf b dilaksanakan melalui proses identifikasi,
perencanaan, refocussing kegiatan, realokasi anggaran
kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan
alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi.

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki
program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi
dan Bupati/Wali Kota membuat Program Padat Karya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan
sebagai berikut:

a. sinkronisasi kebijakan umum pembangunan daerah;

b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah
yang terintegrasi dengan rencana penyediaan
infrastrukturnya;

c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif
masyarakat;

d. penetapan dan pengembangan potensi lokal
kawasan; dan

e. penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
Bagian Kesatu
Mekanisme Program Padat Karya
Pasal 5

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilaksanakan
dengan mekanisme secara:

a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

Pelaksanaan Program Padat Karya secara Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan dengan tetap dimungkinkan adanya
pengadaan barang/jasa untuk
bahan/material/peralatan dan/atau pekerjaan
konstruksi tertentu melalui Penyedia, yang tidak dapat
dipenuhi secara Swakelola.

Penyelenggaraan Program Padat Karya secara Swakelola
dan/atau Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengutamakan penggunaan tenaga kerja, peralatan,
dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga
dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan
pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada
lokasi pembangunan infrastruktur dan/atau Program
Padat Karya produktif lainnya.




Bagian Kedua
Jenis Program Padat Karya
Pasal 6

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilakukan pada jenis
kegiatan sebagai berikut:

a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana
skala kecil, antara lain tetapi tidak terbatas pada:

1. peningkatan/rehabilitasi/ pemeliharaan saluran irigasi;
2. pembangunan irigasi kecil;

3. peningkatan tata guna air irigasi;

4

pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan menuju
persawahan atau perkebunan;

o

rehabilitasi jalan skala kecil yang menggunakan alat
sederhana atau sedikit;

6. pembuatan/pembangunan jalan produksi ke tempat
produksi hasil pertanian atau produksi hasil
masyarakat lainnya;

7. pembuatan/perbaikan drainase;

8. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
9. pembangunan Ruang Kelas Baru;

10. pembangunan gedung sederhana; dan

11. rehabilitasi/ pemeliharaan gedung.

b. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi,
termasuk di kawasan hutan, antara lain tetapi tidak
terbatas pada:

1. pertanian, tanaman produktif, tanaman keras dan
pembuatan sawah baru;

2. perkebunan;
3. kehutanan; dan
4. peternakan dan perikanan.

c. kegiatan produktif dan ekonomi kreatif, antara lain tetapi
tidak terbatas pada:

1. pariwisata;

2. ekonomi kreatif pengembangan potensi ekonomi lokal
dengan mendorong kewirausahaan; dan

3. pengelolaan hasil produksi pertanian.

d. kegiatan sanitasi dan kebersihan, antara lain tetapi tidak
terbatas pada:

1. pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga,
bank sampah, pengolahan sampah menjadi pupuk,
pelet/biji plastik; dan

2. pengelolaan sanitasi dan kebersihan lingkungan
permukiman masyarakat.



(1)

(2)

10

Bagian Ketiga
Penyelenggara Program Padat Karya
Pasal 7

| Penyelenggara Program Padat Karya, terdiri dari:
a. PA;

. KPA;

. PPK;

. PjJPHP/PPHP;

. Penyelenggara Swakelola;

S0 o 0O T

Penyedia; dan
g. APIP.

Penyelenggara Program Padat Karya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di tingkat
Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Identifikasi
Pasal 8

(1) PPK melakukan identifikasi pekerjaan/kegiatan yang
dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya.

(2) Persiapan Program Padat Karya dilakukan melalui
penyusunan rencana kegiatan, jadual pelaksanaan, dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh
PPK dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja,
target penyerapan tenaga kerja, upah, peralatan, bahan
dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu.

(3) Hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam proposal Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Swakelola Program Padat Karya.

(4) Perhitungan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan format dokumen pelaksanaan Program Padat Karya
tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) PPK melakukan perhitungan komponen tenaga Kkerja
dan upah dalam persiapan Program Padat Karya,
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
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a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi
pekerjaan Program Padat Karya yang memenuhi
kriteria menjadi tenaga kerja Program Padat Karya,
berdasarkan DTKS yang telah diverifikasi;

b. tenaga kerja  yang digunakan/diberdayakan
merupakan masyarakat yang terdampak disekitar
lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang telah
ditentukan, disertai dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan dilengkapi foto digital
terbaru (update);

c. jam Kkerja efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan
selama 8 (delapan) jam per/hari;

d. besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan
dengan Standar Biaya Umum (SBU)/Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

e. upah tenaga kerja dibayarkan langsung secara
harian atau jika tidak memungkinkan dapat
dibayarkan secara mingguan; dan

f. volume pekerjaan ditentukan melalui  hasil
pengukuran lapangan yang telah ditetapkan.

(2) Perhitungan komponen barang/bahan material kerja
dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan,
sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan
kapasitas penyimpanan.

(3) Perhitungan komponen peralatan, konstruksi dan
teknologi yang dipergunakan merupakan komponen
sederhana yang dapat dilaksanakan melalui Program
Padat Karya, baik secara Swakelola dan/atau melalui
Penyedia.

(4) Pendefinisian mengenai peralatan, konstruksi dan
teknologi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan berdasarkan pengkajian, justifikasi
teknis, keahlian, dan rekomendasi dari Perangkat
Daerah teknis terkait, sesuai dengan bidang tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Proporsi Program Padat Karya secara Swakelola dituangkan
dalam RAB, dengan proporsi sebagai berikut:

a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah
tenaga kerja;

b. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk
pengadaan bahan material kerja, peralatan, dan/atau
pekerjaan konstruksi tertentu; dan

c. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan non-
fisik, dalam rangka memaksimalkan peran serta
masyarakat dan operasional pelaksanaan Program Padat
Karya.
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Paragraf 2
Teknis Pelaksanaan
Pasal 11

Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya
dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam
setiap kelompok pekerja oleh tenaga
terlatih/berpengalaman yang berasal dari unsur
masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan
berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan
dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian
pekerjaan Program Padat Karya.

Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya
pembangunan fisik/infrastruktur konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memberlakukan penerapan protokol

keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan
penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Program Padat Karya dilakukan dengan menggunakan
peralatan, konstruksi, dan teknologi sederhana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat

(4).

Pasal 12

Berdasarkan Proposal KAK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3), PPK mengajukan usulan kepada
PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan
Program Padat Karya.

PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan Program Padat
Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau
memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan
yang akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya.

Pekerjaan Program Padat Karya yang telah disetujui
oleh PA/KPA ditetapkan dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP) dan diumumkan dalam Aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

RUP paket pekerjaan Program Padat Karya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:

. nama Perangkat Daerah;
. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;

. tipe Swakelola Program Padat Karya;

a
b
c
d. nama Penyelenggara Swakelola;
e. uraian dan jenis pekerjaan;

f. volume pekerjaan;

g. lokasi pekerjaan;

h. sumber dana;

i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
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j. jadual pelaksanaan Swakelola dan/atau pengadaan
barang/jasa melalui Penyedia; dan

k. penyerapan jumlah tenaga kerja setempat yang
dilibatkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya
Pasal 13

(1) Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan
diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan
Program Padat Karya dengan, sebagai berikut:

a. pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan oleh
Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas,
berdasarkan rencana kerja dan KAK yang telah
ditetapkan; dan

b. PPK melaksanakan pengendalian Kontrak Swakelola
dan/atau Penyedia.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,
rencana kegiatan, jadual pelaksanaan, dan rencana
biaya Swakelola Program Padat Karya.

(3) Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola Program Padat
Karya sesuai dengan jadual dan tahapan pelaksanaan
kegiatan/sub-kegiatan/output sesuai dengan hasil
persiapan dan perencanaan Program Padat Karya,
sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana
kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;

b. pengajuan  kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan kepada
PPK sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan
tenaga Kkerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan, terdiri dari :

1) daftar penyerapan tenaga kerja;
2) absensi/daftar hadir pekerja;
3) tanda bukti pembayaran upah;

4) daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan
barang/ bahan/peralatan; dan

5) foto dokumentasi pelaksanaan.
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e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola
Program Padat Karya, terdiri dari laporan harian,
mingguan, bulanan yang memuat tentang capaian
realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan
berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai
dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai
dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

(4) Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan,
pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, terdiri
dari:

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta
pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola
Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi
fisik, meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, jasa
konsultansi apabila ada, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

3) pengawasan pengadaan barang/jasa melalui
Penyedia.

c. pengawasan tertib administrasi keuangan;

d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola Program
Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan

e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
Tim Pengawas melaporkan dan memberikan
rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, atau Tim
Pelaksana untuk segera mengambil tindakan
korektif.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
dalam Swakelola Program Padat Karya

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa
melalui Penyedia dalam pelaksanaan Swakelola Program
Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Pengadaan  barang/bahan, peralatan, pekerjaan
konstruksi tertentu, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli
konsultan perseorangan melalui Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
menggunakan metode pengadaan barang/jasa yang
sesuai, meliputi:

a. e-Purchasing/Toko Daring;
b. Pengadaan langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; atau

e. Tender/Seleksi.
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(3) Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam

penanganan keadaan darurat penanggulangan bencana
keadaan tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan
dan regulasi pengadaan barang/jasa dalam penanganan
keadaan darurat.

(4) Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam

penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi pengadaan barang/jasa untuk
mengatasi Risiko Bencana dan Risiko Sosial dalam masa
siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi
darurat ke pemulihan.

Bagian Ketujuh
Pembayaran Swakelola Program
Pasal 15

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola
Program Padat Karya yang terdiri dari:

a.

pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara
harian/mingguan, berdasarkan daftar hadir pekerja
dan perhitungan Hari/Orang/Kerja (HOK);

pembayaran tenaga ahli konsultan perseorangan
(apabila ada), dilakukan berdasarkan Surat Perintah
Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian jasa konsultan
perseorangan; dan

pembayaran barang/bahan/peralatan/suku cadang
dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui
Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan
barang/jasa, terdiri dari:

1. Bukti Pembelian;

2. Kuitansi;

3. Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Surat Perjanjian; atau

5. Surat Pesanan.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola
Program Padat Karya
Paragraf 1

Serah Terima Hasil Pekerjaan Tim Pelaksana Kepada PPK

Pasal 16

(1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan

laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program
Padat Karya kepada PPK, melalui Berita Acara Serah
Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.
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(2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir
pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

Paragraf 2

Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan PPK Kepada
PA/KPA

Pasal 17

(1) PPK menyerahkan hasil akhir pekerjaan Swakelola
Program Padat Karya kepada PA/KPA.

(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa hasil
pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang akan
diserahterimakan.

(3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi proses pengadaan barang/jasa secara
Swakelola dan/atau melalui  Penyedia, sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan, meliputi dokumen perencanaan
pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen
Kontrak  Swakelola/Penyedia dan  perubahannya
(addendum), serta dokumen serah terima hasil
pekerjaan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP  melalui
PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administrasi.

(5) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui
Swakelola Program Padat Karya akan dihibahkan
kepada Kelompok Masyarakat/Pihak lain, maka
dilakukan proses serah terima sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Bagian Kesembilan
Pendampingan dan Audit Program Padat Karya
Pasal 18

(1) APIP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
melakukan pendampingan dan audit terhadap
keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola
Program Padat Karya yang telah dilaksanakan, untuk
memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2) APIP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat mengenai penyimpan.gan atau
penyalahgunaan  pengadaan barang/jasa  secara
Swakelola dan/atau melalui Penyedia dalam Program
Padat Karya, disertai bukti yang faktual, kredibel, dan
autentik.

(3) APIP melaporkan hasil audit dan tindak. lanjut
laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur/Bupati/Wali Kota.

BABV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19
(1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA di Provinsi dan
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan Program Padat Karya
lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah selaku PA/KPA berkoordinasi dengan APIP.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

(1) Pengawasan dilakukan dengan mengamati
perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana
Program Padat Karya pembangunan infrastruktur
dan/atau kegiatan produktif lainnya, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui
pemantauan baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah
operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil
pemantauan, meliputi:

a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme
Program Padat Karya berjalan efektif;

b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan
waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;

c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;
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d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan,

e. mengontrol implementasi untuk mencapai target
dan indikator kinerja kegiatan;

f memastikan bahwa personel/tenaga kerja memiliki
kualitas dan kinerja yang baik; dan

g. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan
efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan
implementasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 21

(1) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan,
pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk
menjamin pelaksanaan Program Padat Karya dari tahap
persiapan,  perencanaan, pelaksanaan  kegiatan
pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif
lainnya, berjalan sesuai dengan tujuan dan
kemanfaatan bagi masyarakat.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk
memperbaiki  kualitas  pelaksanaan  pekerjaan
Program Padat Karya;

b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat
Karya; dan

c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan
- pekerjaan Program Padat Karya.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 22

(1) PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola melakukan
evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menilai kinerja pelaksanaan Program Padat
Karya, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan
yang dilaksanakan dalam kerangka Program Padat

Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
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(3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif,
dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan
dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.

(4) Komponen dan indikator evaluasi kegiatan meliputi:

a.ketepatan sasaran Program Padat Karya, dengan
indikator:

1. penentuan lokasi;

2. target sosialisasi;

3. pengidentifikasian masalah;

4. perencanaan kegiatan; dan

5. target penyerapan tenaga kerja.

b. manajemen pelaksanaan Program Padat Karya,
dengan indikator:

1. kesesuaian biaya,
2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
3. proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu.

c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan
indikator adanya Kketerlibatan masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses
serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan
pemeliharaan, serta dampak dari hasil Program
Padat Karya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 23

(1) Kepala Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota selaku PA/KPA melaporkan
penyelenggaraan Program Padat Karya kepada
Gubernur/ Bupati/Wali Kota.

(2) Pelaporan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan
Program Padat Karya, yang memuat perkembangan fisik
dan keuangan serta ketercapaian hasil Program Padat
Karya.

(3) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil
penyelenggaraan pelaksanaan Program Padat Karya
dengan mekanisme Bantuan Keuangan kepada
Gubernur.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2020

EF QUR JAWA BARAT,

AD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

/_, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
- JAWA BARAT,

Oy ey
- "SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
32 TAHUN 2020

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

21 APRIL 2020
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PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM

PADAT

KARYA

DENGAN

KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG

TERDAMPAK

AKIBAT

PANDEMI

WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19

(COVID-19) DI JAWA BARAT

A. PERHITUNGAN RENCANA ANGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM PADAT

KARYA
Rencana Anggaran Biaya dihitung berdasarkan Analisa harga Satuan

Pekerjaan (AHSP) meliputi kebutuhan bahan bangunan, tenaga kerja dan
upah Kkerja, peralatan, pekerjaan tertentu dan komponen lainnya untuk

menyelesaikan pekerjaan Program Padat Karya.

RENCANA ANGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM PADAT KARYA

NO

KOMPONEN

SATUAN

HARGA
SATUAN

PEKERJAAN/
KUANTITAS/
VOLUME

JUMLAH
HARGA

—

2

5

TENAGA KERJA

1. Pekerja

2. Tukang (ahli)

3. Mandor

4. ............

JUMLAH A

BAHAN

1. Semen

2.Pasir

K

JUMLAH B

PERALATAN

1.Cangkul

2.Sekop

JUMLAH C

PEKERJAAN
TERTENTU
(PENYEDIA)

1. Molen

2. Cor

3. Perataan Tanah

JUMLAH D

BIAYA
PENDUKUNG
(Non-Fisik)
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LAH
SATUAN HARGA PEKERJAAN/ JUM
NO HOMPORER SATUAN KUANTITAS/ HARGA
VOLUME
1 2 3 5 6
1. ATK

2. Honorarium

3. Mamin Rapat

4. Jasa
Konsultan/Jasa
lainnya

5. Penggadaan/Cop

JUMLAH E

F | JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (A+B+C+D+E)

ooooooooooooooooooooooooooo

.........

B. DAFTAR FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Format Dokumen Pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana

terlampir.

Dalam hal

diperlukan catatan atau tambahan

lainnya,

Lembar/Format Dokumen Pelaksanaan Program Padat Karya dapat
ditambahkan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/persyaratan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Form Data Masyarakat Setempat yang Terdampak akibat Pandemi

Covid-19 :
Provinsi ...
Kabupaten/Kota : ....................
Kecamatan :....................
Desa/Kelurahan : ....................
Tahun Anggaran : ....................
Tempat/tgl Jenis
No Nama Lahir Alamat Kelamin | RT/RW
NIK (L/P)
Mengetahui

Camat/Lurah/Kades/RT/RW

.........................
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2. Form Data Calon Pekerja Setempat Yang Terdampak Akibat Pandemi

Covid-19

Provinsi e
Kabupaten/Kota : .........cccoeuunis
Kecamatan .
Desa/Kelurahan : ........c.cccoeuenen
Tahun Anggaran : ..........c.c.......

t
Nama Calon Tempat/tgl | Alama

No . Lahir
Pekerja NIK

Jenis
Kelamin | RT/RW | Keterangan
(L/P)

Keterangan :

e Pada kolom “keterangan” dapat diisi calon pekerja masuk dalam kriteria
yang mana dari masyarakat yang terdampak Covid-19

Mengetahui
Camat/Lurah/Kades/RT/RW

.....................

3. Form Data Pekerja pada Program Padat Karya:

Provinsi

.....................

Kabupaten/Kota :

oooooooooooooooooooo

Kecamatan

ooooooooooooooooooooo

Desa/Kelurahan :

.....................

Tahun Anggaran :

.....................

Data Pekerja pada Program Padat Karya

Status

/Pekerja)

Jenis

No Nama Calon Pekerja (Mandor/Tukang Kelamin Keterangan

(L/P)

Keterangan :

* Penentuan  calon pekerja  dilakukan  melalui musyawarah

Desa/Kelurahan

* Pada kolom “keterangan” dapat diisi calon pekerja masuk dalam kriteria
yang mana dari masyarakat yang terdampak Covid-19

Mengetahui

Camat/Lurah/Kades/RT/RW

......................
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4. Form Harian, Hari Orang Kerja (HOK)

Provinsi
Kabupaten/Kota ~ :...........ceeceeee.
Kecamatan ...l
Desa/Kelurahan ~  :....................
Tahun Anggran  :.........cceeeeeee.
Hari/Tanggal Kerja  :....................
Volume Kegiatan  :....................
Jenis Program Padat Karya : .................
Lokasi Program Padat Karya : .................
Status Upah
Nama M/T Jen1§ Jam Jumlah | Jumlah | Besaran Per Tanda
No Pekeria Kelamin | Mulai - Jam HOK per Upah hari Tanean
1 (L/P) Selesai Kerja Hari PerHOK g
(Rp)
/P)
A B C D E F G=F/8 H I=GXH J
Jumlah | | |

Keterangan :

¢ 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/Kota
M : Mandor

T : Tukang

P : Pekerja

Mengetahui

oooooooooooooooo Jeeeesstcecsssennne

Pengawas

..............................................................................



5. Form Mingguan, Hari Orang Kerja(HOK)

Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Tahun Anggran
Hari/Tanggal Kerja
Volume Kegiatan
Jenis Program Padat Karya

Lokasi Program Padat Karya: .......

................

................

................

oooooooooooooooo

................

oooooooooooooooo

oooooooooooooooo

.......

ooooo

.....

.....

.....

ooooooooooo
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Jam kerja/hari Jumlah Besara
Status | Jenis dalam periode uman | jumlah n Jumlah
Nama . . Total Tanda
No | pekeria | M/T/ | Kelamin kerja Jam HOK per | Upah Total Tanean
J P) (L/P) Ko Hari | PerHO | Upah (Rp) 8
112|3]4]s erja K
A B C D E|F|G|H|I K L=K/8 M N= LxM O
Jumlah ||| e

Keterangan :

¢ 1 HOK = 8 jam kerja/hari

* Pembayaran perhari atau perminggu
e M : Mandor

e T:Tukang

P : Pekerja

Mengetahui,

.........................

oooooooooooooooo PR R R R R I Y

Pengawas

.........................




6. Form Bulanan, Hari Orang Kerja(HOK)

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Tahun Anggran

Hari/Tanggal Kerja

Volume Kegiatan

Jenis Program Padat Karya
Lokasi Program Padat Karya :

..............

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

.....................

.....................

ooooooooooooooooooooo

..............

cose

26

Rekapitulasi data Mingguan

Jam kerja/minggu
Jenis . . | Jumlah Jumlah Besaran Jumlah
No Pl:i??a (I\S/It/a,;l/lls)) Kelamin dalam periode kerja Jam HOK per Upah Total
1 (L/P) Kerja Hari PerHOK | Upah (Rp)
I|II| I v
A B C D E|(F| G H I J=1/8 K L=GxH
Jumlah | [ | | 0

Keterangan :

e 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/Kota
M : Mandor
T : Tukang

P : Pekerja

Mengetahui

............................

................ PR R R R )

Pengawas

............................




(uexsodeip npjem eped saiboid uebuap lensas (ojoyd/isejuswinyop) epe seplyepe uebuap 1sup : ¥2'€2'22
0Z WoloY + 61 Wojoy : %4
uendwaiad uiwelay siusfiaq buek yedwep.s) elisy ebeus) yejwn! uebuap oz
el-he] unwely siualiaq Buek yedwepJs) elay efeus) yejwnf uebuap Isip : 6l
(el1ay uey) uexeunbip 6uek ueeliayad npjem isesieas uebuap isip : 8L
selpfdnyno @ Z1'OL
1oNed isesieal % : Gl
ueyjisesijealp 64 OH yejwn{ uebusp isup i
1o%ed efelq iseyole Isip . €1
seafdnyjno 1 ZL'OL
auN nee e ‘2 ' 19ed uenjes uebuap Isup 91
eliay uenpued epe yepi1/epy uebuop isup : 6
ueyeuesualip buek YOH yejwnl isnp : 8
19xed teju uebuap isip : A
Nesnuoy JowoN uebuap isip : 9
eipakuad/e|ojayems uebuap isiq : [
uejeibey Isexo| ‘uejelbay eweu uebusp isup  p'
uejelbay apoy uebuap Isup : 4

uexiodespy Buep ‘inyejebusy uejeiboy un ou uebusp isup: |
: wojloy
..... reeerrreeenneebunennnneennnts ueysibuad jnlunjed
weyelioy wel g = YOH |
(ueyeinjoyi/esaq) / 1e3o1 yejunr|
sp
S
v
€
[3
1
€2 [£3 [¥4 0z 6L 8l T ol Sl [ €l zL [ oL 6 8 L 9 S [2 € z i
(elien vey) (dx) (dy) ueielbe) epofuedeomiens | epofusg | soio1 | UIE0 fopoy oy
%08 %0 yejune d 1 cﬂﬂﬁ%a resses 161 | ©InWiBL | % yOH [Ei0L | efeig isexoy awnjoA uenies Ewﬂuwna M_.ww.z — (dy) =N Yenuoy BL/ON pr—y N oN
ulwe|ay] siusf
uejeiboy| Iseuewnioq ueelieyed ueeuesyeled eseN 19)ed iseslieay 19%ed uesebbuy eueousy uejeibay
yedwepis) elisyad

........ Ueng uebuap 1edwes
NVHVNNI3IN/VSIA 1a VAYYY 1VaVd WvEO0dd NYVNVSHV13d ISYSITVIY NV VNVONIA NVYOdV

e upiRBBUY UNYRL

ueyelnjesyeseq

ueleweosy

elopuaednge

ISuInOld

ueyeinjayesag Ip ﬂawv. leped Em‘_mOun_ ueeues)e|ad Isesl|eay uep eueduay :m._oaﬂn_ uuo4 ‘L




uexodelip npyem eped sasboxd uebuap iensas (ojoyd/isejuawnyop) epe yepn/epe uebusp Istp : 6Z'yZ'se
1T WoI0Y + 0T Wojoy : ZZ
uendwasad uiwejey swsliaq Buek sedwepia) eliay ebeus) yejwnf uebuap 1sip : 12

Dej-de| ulweay sualiaq 6ueA sedwepis) elisy ebeus) yejwnf uebusp isup : 0Z

(uey) uesyningip buek ueeliayad npem uebusp i1sip : 61

ueeleyad lesajes [e66ue) uebuap 1sup : 8T

ueelayad tejnw [e66uey uebusp 1sip : /1
19¥ed isesijeas 9 uebuap Isip : 9|

ueyisesiieasp Buek j1axed Jad HOH .10l : 61

(dy) 19xed 1ejiu uebusp 28
1exed awnjoa uebuap €l
3N neje e ‘2N ‘W 1oxed uenjes uebusp 2l

selafdnyno ;)

el1ay uenpued epe yepl1/epy uebuap
ueyeuesuaJip Guek HOH yejwnl
1oved leju uebusp 1sip © 8

%eJjuo| Jowon uebuspisnp : 2
eipakuedrejojexems uebuap Isip :

uejeibay isexoj uebuap isip: ¢

uejeibey apoy Jowou uebuap

esap eweu uebusp Is!

Jun ou uebusp 1s!

uexuodesy Buep inyejabuspyy : wojoy
..... ueisiBuad ynfuned
uey/eey welg = YOH |
uEjeWE29Y |El0L Yejunr
1P
(Z 19)i7es2p) 1E30L YRjWNE
isp
€
z
3
(1 19yyes0p) jetoy yejung
sp
€
[
b
3 23 [ [t4 6l 8l m 9L St [ €1 {3 m ot 6 8 L 9 S v € z 1
ueyeibo: 19 ueieiboy
%008 %05 yejwnp d ﬁ.wm_aﬂww esoios 6L | teinw 16L % xomy__.w.ﬁ gu_%_ww,_ o] SUnIOA uenies Eum_wv_ua o (dw) eI MH_A_._EM _aﬂwhaw_.wsswox il eueN apox
nplem BWweN M 8POIOIN | YOH yejune Nesjuoy oN ueyesnjay/essq OoN
ujwe|ay stuar
ooy, YedwepioL shoNeg 4 J eseN eliey jeped ises|ieay efiey) 1eped uesebbuy euesuay uejeiboy

8¢C

NVLVAVIIN 10 VAYVYN LVAVd NVHO0¥d NVVNVSHVIAd ISVSITVIYN NVA VNVINIY NVOdV

................. : Ueing Uebuep ledwes

uesebbuy unyey
Bsa( |wr/uejeweday
ejoyy/usjedngey
.................. 1SuIAOid

uejeweossy Ip eAiey jeped weboid ueeuesye|ad ISesieay uep eueouay uesode uuod ‘g




(dy) yoxed reju uebuep isup 61
19)ed awnjoA uebuap 1sip © vi
yun neje ¢ ‘2N N 19ved uenjes uebuspisip . €L
ueelieyed joxed eweu uebusp isup : 2L
(eliex uenpued) epe yepiL/epy uebuspisip : L1
uexeueouasp BueA YOH uejwnfistp : 0L
uespodeyip njem eped seiboud uebusp tenses (o10yd/isejuswnyop) epe yeph/epe uebusp Isp © [ TAZA X4 1o%ed eju uebusp ISP © 6
22 WO[0Y + L. WOoIoY © 22 seJjuoy JowoN uebuspisip: 8
uendwasad ulwejey siualiaq 6ueA yedwepis) eliay ebeus) yejwnf uebuap ISP : LT eipakuedrejojexems uebusp isip : £
ner-ne) uweey siusliaq buek yedwepiay eliey ebeus) yejwnf uebusp 102 uejeibey isexol uebuap isup 1 9
uesyningip Buek ueeliased npiem uebuap 10 uejeibay eweu Jowou uebuspisip: G
tecstsnseresesasans. vessesssnrasasssesastasens :Nﬂ.ﬂ_ﬁxﬂn lesees _Nmmcwu CNQ:OU 16l :ﬂm_mmx apoy Jowou Cwm:wv 1 s
ueelieyad tejnw [e66ue) ueBuap 1N esap eweu uebusp istp: €
1oyed iseslieas 9 uebusp Istp : LI uejeweosy eweu uebuspisp: 2
ueyodejaiy Buex inyejebuay ueysesyieastp Guek jeed Jad HOH €101 - 91 wun ou ueBusp ISP : L
: wojoy
reeennae : ueisibuad ynfunied
yeueliey welg = JOH b
eoyuajedngey |elol yejwnr
P
(z uneweoay) 1e10L Yejwnr
isp
€
z
1
(1 uegeweday) jel0L yejung
sp
€
z
3
92 14 [£4 €z t44 ¥4 oz 6l 8t L 9l st [ [} zl 1 oL 6 8 L 9 S 4 € [4 3
(elioy uey) (dw) (@) uejeibay eipakuad eipakuad ey ueigiboy | 8poX
%001 %05 %0 yejwnp d bl ueefiayed | teseies 1BL | teInW (6L % MOH 1B10L |eserg 1sexory|  2MOA uenies ueeliaxad ooy apoiot| OH yen (d) reuN [RIOINEMS Xesuo eweN ON esoa R oN
nPEM eweN - yesjuo) ON [ei0I)EMS
ulwejey| siuar .
oud! a eduspeL ehovea if y 4 eseN ekiey) ieped isesiiesy eliey 1eped ueseb6uy euesusy uejeiboy

................. . uejng uebuep ledwes
VLOM/NILVANEVN LYMONIL VAYVYA Lvavd WVH90ud NYYNVSHV13d ISVSITVIY Nvad VNVONIY NVHOdV1

uesebbuy unyey

uejeweday yewng

................. : ejoy/uasedngey

- 1sunoid

ejoy/uajedngey 1exBul) ekie) jeped weibold ueeuesyeled ISesleay uep eueduay uesode uuogd ‘6

6C




(dy) 1oved reju uebuap isip : 9
e 19%ed awnjoa ueBusp 1sip : G
uun neje eW ‘ZW ‘W 19ed uenjes ueBuap sip © p|
ueeliayad jaxed eweu uebuap 1sip : ¢}
(elsy uenpued) epe yepiL/epy uebusp Isip : z|
uexeueouallp Bue MOH yejwnlisip : |}
1vfed fejiu uebuap 1siip : 0}
uesyode(ip npjem eped saiBoud ueBuap fensas (ojoydyisejuawnyop) epe Xepl/epe uebuap IslIp © /Z'9Z'ST esjuoy Jowon uebuap Istp : 6
CT WOJOY + |.T WOJON © pT eipakuadrejojayems uebuap isip - g
uendwalad ulwesay siualiaq Buek yedwepia) efisy eBeus) yejwnf uebusp 1siip © €2 uejeiBay 1sexo| uebuap isip ©
pief-bie| ulwepay siualiaq BueA yedwepis) ef1a) ebeus) yejwnf uebuap Isip : ZZ uejelBay eweu Jowou ueBuap 1sip g
(elay uey) uexymnqip Buek ueelisyad npjem uebuap ISP © |7 uejeiBay apoy Jowou ueBuap isip : ¢
........................................................................ ueelayad resajes [efbue; uebuap Isiip : 0Z esap eweu uebuap isip :
ueelayad lejnw [e66ue) ueBuap 18IIp : 61 uejeweda) eweu uebusp isip : ¢
1ed Isesifeas % ueBusp isyp : g} ejoyj/usjedngey| eweu ueBusp isip : Z
usjisesijeasip BueA joxed Jad YOH 1ej0) : /1 jun ou ueBusp 1sip : |
uexodejapy Buep Inyejabuspy - WoKoNE
.................. Uiiidsesnihanats ueisiBuad nfunjaq
uey/efiey wel g = YOH |
18ujACId [ej0L yejwng
] | [
p | [ I
(2 230518y feso L yepunp
18p
€
Z
]
(1 Bopiyqei) jeo. yejwnr
sp
€
z
3
12 3 ST (53 €2 1z 0z 6l 8l Lt ot Gl [ €l zk L ot 6 8 2 9 S ¥ € z 3
(elioy uey) (dy) uejeiBoy ejpakue uggeiBoy
%004 %08 %0 yejunr d :a_.._e__.mﬁm esejos (6L | feni IBL % OH &oL E_M_M,MNm ounion | uemes E”ﬂvM& aw_%w.: oL o R St ewey | PN R (RS RE R TR
o a x&ﬁ.ﬂwﬂuuﬁﬁ i j BSEW ehie)| jeped |sesijleay efse)| jeped uesebBuy euesuay uggeiboy
................. T UBing USBUSP WS

015

ISNINO¥d LYMONIL VANVYY LVAVd NYYNVSHVI3d ISVSITVIYN NVA YNVONIY NvHOdY1

ueseBBuy unye)
1SuInold

ISUIAOId 126Ul | eAIe)| Jeped weiBold Ueeuesye|ad ISesieay uep eueouay uelode ulo4 0}




